SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 516 -KUM/2024

TENTANG

OPTIMALISASI PENDOKUMENTASIAN PELAKSANAAN
PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERDA/PERKADA MELALUI SISTEM
INFORMASI FORMS.APP (SIFA)

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa pendokumentasian pelaksanaan penanganan
atas pelanggaran Perda/Perkada adalah salah satu
komponen penting dalam rangka penegakan
Perda/Perkada di Kabupaten Tanah Laut;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pendokumentasian
pelaksanaan penanganan atas pelanggaran
Perda/Perkada, diperlukan sistem informasi yang
dapat memuat data secara akurat, sehingga dapat
menjadi salah satu instrumen dalam pengambilan
Keputusan yang efektif dan efisien;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Optimalisasi
Pendokumentasian Pelaksanaan Penanganan atas
Pelanggaran Perda/Perkada melalui Sistem Informasi
Forms.App (SIFA);

Memgingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah
UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19359



Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4168);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 684 1);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 684 1);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);

9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang

Badan Narkotika Nasional, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 705);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 62);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7
Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014).

MEMUTUSKAN:

Keputusan Bupati tentang Optimalisasi
Pendokumentasian Pelaksanaan Penanganan atas
Pelanggaran Perda/Perkada melalui Sistem Informasi
Forms.App (SIFA).

: Menetapkan Aplikasi Forms.App sebagai sarana dalam

Mendokumentasikan Pelaksanaan Penanganan atas
Pelanggaran Perda/Perkada dengan menggunakan akun
dengan nama bidanggakdasatpolppdktala@gmail.com.

. Sistem sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

digunakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam



KEEMPAT

KELIMA

Kebakaran Kabupaten Tanah Laut dalam rangka
meningkatkan akurasi data penanganan atas pelanggaran
Perda/Perkada, mempermudah koordinasi, serta
mengurangi penggunaan kertas.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 22 Maret 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,
Ttd

SYAMSIR RAHMAN



